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KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA 
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN 
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITETAPKAN 
MENJADI PERATURAN DAERAH 

ABSTRAK : - bahwa Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan 
daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan 
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian 
pembangunan Kota Surakarta serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Panitia Khusus 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan 
pembahasan    Rancangan    Peraturan   Daerah    Kota Surakarta  tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu menetapkan  Keputusan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota 
Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 
2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 
2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 
1 Tahun 2021. 

- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota 
Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 September 2023. 
  

 


